BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat :

DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
penerimaan hibah langsung pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan mekanisme
pengelolaan hibah langsung pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotabaru;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri
nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMKO05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 763);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);



Menetapkan

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

: MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG PADA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

Daerah adalah Kabupaten Kotabaru

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotabaru.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya  disingkat DPA-SKPD  merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/penggunaan barang.

Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan daerah  yang  mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara umum daerah yang selajutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umun daerah.

Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas bendahara umum daerah
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang memberikan hibah
kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan
Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi
hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal
dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas
pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat
manfaat secara langsung yang digunakan untuk
mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah,
atau diteruskan kepada Pemerintah Desa, dan Badan
Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang
diterima langsung oleh Pemerintah Daerah / SKPD.
Hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan
melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran
serta tertuang di dalam APBD.

Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan
tidak melalui mekanisme perencanaan, yaitu hibah
yang diterima langsung tidak melalui proses
perencanaan dan penganggaran.

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat
BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa
sebagai bukti penyerahan dan peralihan
hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga
dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.
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Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat
pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan
Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber
dari hibah langsung/ belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah,
dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan
surat berharga dari hibah.

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengesahkan pendapatan
hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber
dari hibah langsung.

Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh
Kuasa BUD untuk mengesahkan Pendapatan Hibah
Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari
hibah langsung.

Surat Perintah Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo
Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah
surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk
mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada
Pemberi Hibah.

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat
BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa
sebagai bukti penyerahan dan peralihan
hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga
dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat
pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan
Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber
dari hibah langsung / belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah,
dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan
surat berharga dari hibah.

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang
selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk diajukan pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga ke Kuasa BUD.
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Memo  Pencatatan Hibah  Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya
disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
atau pejabat lain  yang ditunjuk  untuk
mencatat/membukukan Pendapatan Hibah Langsung
bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja
barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset
tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran
pembiayaan untuk pencatatanan surat berharga dari
hibah.

Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang
selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah
surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai
persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah
Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan
belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah, belanja modal untuk pencatatan aset
tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran
pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari
hibah.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya  disingkat SPTJM  adalah  surat
pernyataan yang dibuat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

menyatakan bertanggungjawab penuh atas
pengelolaan seluruh Pendapatan Hibah
Langsung/pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah
langsung/belanja barang untuk pencatatan
persediaan dari hibah/belanja modal untuk
pencatatan aset tetap/aset lainnya dari

hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan
surat berharga dari hibah.

Ineligible adalah tidak dapat dimintakan
penggantiannya

Catatan atas Laporan Keungan yang selanjutnya
disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah:

a.

tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk
uang/barang/jasa/surat berharga;



b. mekanisme pencatatan penerimaan hibah yang
diterima langsung oleh SKPD; dan

c. konversi penyajian belanja barang yang digunakan
untuk hibah atau bantuan social.

BAB III
KLASIFIKASI DAN MEKANISME
Pasal 3

(1) Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk
hibah, mekanisme pencairan hibah, dan sumber
hibah.

(2) Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:

a. hibah uang, terdiri diri:

1. uang tunai; dan

2. vang untuk membiayai kegiatan.
b. hibah barang/jasa; dan
c. hibah surat berharga

(3) Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:

a. hibah dalam negeri, yaitu hibah yang bersumber
dari :

lembaga keuangan dalam negeri;

lembaga non keuangan dalam negeri;

Pemerintah Daerah;

perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah negara

Kesatuan Republik Indonesia;

5. lembaga lainnya; dan
6. perorangan.

b. hibah luar negeri yaitu hibah yang bersumber dari:
1. negara asing;

2. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-

Bangsa;

lembaga multilateral;

lembaga keuangan asing;

lembaga non keuangan asing;

lembaga keuangan nasional yang berdomisili

dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah

Negara Republik Indonesia; dan

7. perorangan.

(4) Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi
menjadi:

a. hibah terencana; dan
b. hibah langsung.

i

ok

Pasal 4
Dalam hal hibah terencana, mekanisme perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan atas pendapatan hibah
terencana berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.



BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM
BENTUK UANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah
langsung dalam bentuk uang yang bersumber dari hibah
langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh Kuasa
BUD.

Pasal 6
Pengesahan pendapatan hibah langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:
pengajuan permohonan nomor register;
pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
penyesuaian pagu hibah dalam DPA; dan
pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam
bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah
langsung.

oo

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Pasal 7

(1) SKPD selaku PA/KPA mengajukan permohonan
nomor register atas hibah langsung bentuk uang
kepada Kuasa BUD

(2) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri:

a. perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen
lain yang dipersamakan; dan
b. ringkasan hibah

(3) Kuasa BUD memberikan nomor register kepada
SKPD.

(4) Surat Permohonan Nomor Register , Perjanjian Hibah
dan Ringkasan Hibah disusun sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang meupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengajuan Persetujuan Pembukuan Rekening Hibah
Pasal 8

(1) Kepala  SKPD  selaku PA/KPA  mengajukan
permohonan persetujuan pembukaan Rekening
Hibah kepada Kuasa BUD dalam rangka pengelolaan
hibah langsung dalam bentuk uang.

(2) Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang
diterima oleh Kuasa BUD, maka Kuasa BUD
membuka dan menetapkan rekening tersebut sebagai
Rekening Hibah.



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

Permohonan persetujuan pembukaan rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat
pernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan
yang berlaku .

Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari
Kuasa BUD, Kepala SKPD selaku PA/KPA membuka
Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang
disepakati dalam Perjanjian Hibah atau dokumen
yang dipersamakan.

Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD berkenaan yang dapat
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilaporkan
dan dimintakan persetujuan kepada Kuasa BUD
SKPD dapat langsung menggunakan uang yang
berasal dari hibah langsung tanpa menunggu
terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.
Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai
dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh
Kepala SKPD dan saldonya disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD), kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian hibah atau dokumen yang
dipersamakan.

Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah
disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah
Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

(10)Surat Permohonan Pengajuan Rekening Hibah dan

Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Hibah
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
tertuang dalam Lampiran III dan Lampiran IV ayang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9
Kuasa BUD dapat melakukan monitoring atas
pengelolaan Rekening Hibah.

Pasal 10

(1) PA/KPA pada SKPD melakukan penyesuaian pagu

belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam
bentuk uang dalam DPA SKPD.

(2) Atas dasar penyesuaian pagu belanja/revisi yang

diajukan oleh SKPD kepada TAPD maka dilakukan
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program
dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan terkait
penerimaan hibah langsung dan belanja yang
bersumber dari hibah langsung.



(3) Apabila hibah langsung ditujukan hanya kepada
penerima / SKPD secara langsung tanpa adanya
pengakuan penerimaan dari Pemerintah Daerah
(bukan untuk pemerintah Daerah) maka SKPD cukup
memberikan laporan hibah langsung tersebut kepada
Pemerintah Daerah.

(4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program
dan kegiatan dilaksanakan apabila hibah yang
diberikan pemberi hibah kepada Pemerintah Daerah
dan APBD telah ditetapkan, sedangkan APBDP belum
ditetapkan.

(5) Apabila APBD dan APBDP telah ditetapkan maka
akan dicatat langsung dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

(6) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebesar yang direncanakan akan
dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran
berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau
dokumen yang dipersamakan.

(7) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
menambah pagu DPA tahun anggaran berjalan.

(8) Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum
dilakukan penyesuaian pagu DPA diproses melalui
mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pada kesempatan pertama.

(9) SKPD dapat langsung menggunakan uang yang
berasal dari hibah langsung tanpa menunggu
terbitnya revisi DPA, atau sebelum revisi DPA
diterbitkan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber
dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk
membiayai kegiatan pada DPA SKPD tahun anggaran
berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran
berikutnya, dapat menambah pagu belanja DPA
tahun anggaran berikutnya.

(2) Penambahan pagu DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang
bersumber dari hibah langsung pada akhir tahun
berjalan.

(3) Penambahan pagu DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui mekanisme revisi yang
diajukan oleh PA/KPA SKPD kepada TAPD sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat
tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi
penambahan pagu DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digabungkan dengan revisi
penambahan pagu DPA dari rencana penerimaan
hibah langsung tahun berikutnya.



Bagian Kelima
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk
uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung

Pasal 12

(1) PA/KPA SKPD mengajukan SP2HL atas seluruh
Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang
sebesar yang telah diterima dan belanja yang
bersumber dari hibah langsung sebesar yang telah
dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada
Kuasa BUD

(2) Atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang
dan/atau belanja yang bersumber dari hibah
langsung, PA/KPA membuat dan menyampaikan
SP2HL ke Kuasa BUD dengan dilampiri:

a. copy Rekening atas Rekening Hibah;

b. SPTMHL;

c. SPTJM; dan

d. copy surat persetujuan pembukaan rekening
untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

(3) Atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kuasa BUD menerbitkan SPHL dalam rangkap 3
(tiga) dengan ketentuan:

a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;

b. lembar ke-2, untuk Bidang Akuntansi pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) dengan dilampiri copy SP2HL; dan

c. lembar ke-3, untuk pertinggal

(4) Atas dasar SPHL, Kuasa BUD membukukan
Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang
bersumber dari hibah langsung serta saldo kas di
SKPD dari hibah.

(5) Atas dasar SPHL yang diterbitkan Kuasa BUD,
Bidang Akuntansi membukukan pendapatan hibah
langsung.

(6) Atas dasar SPHL yang diterima dari Kuasa BUD,
PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari
hibah langsung dan saldo kas di SKPD dari hibah.

(7) Format SP2HL, SPTMHL dan SPTJM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran V, Lampiran VI dan lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 13

(1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam
bentuk uang, dapat dikembalikan kepada Pemberi
Hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang
dipersamakan.

(2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PA/KPA mengajukan SP4HL kepada Kuasa BUD ,
dalam hal hibah langsung



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

Atas pengembalian Pendapatan Hibah Langsung

bentuk uang, PA/KPA membuat dan menyampaikan

SP4HL ke Kuasa BUD dengan dilampiri:

a. copy rekening atas Rekening Hibah;

b. copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi
Hibah;dan

c. SPTIJM.

Atas dasar SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Kuasa BUD menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3

(tiga) dengan ketentuan:

a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;

b. lembar ke-2, untuk Kuasa BUD dengan dilampiri
copy SP4HL; dan

c. lembar ke-3, untuk pertinggal

Atas dasar SP3HL, Kuasa BUD membukukan

pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan

mengurangi saldo kas di SKPD dari hibah.

Atas dasar SP3HL yang diterima dari Kuasa BUD

untuk pendapatan hibah tahun yang lalu, BPKAD

Bagian Akuntansi tidak melakukan pencatatan,

namun diungkapkan dalam CaLK.

Atas dasar SP3HL yang diterima dari Kuasa BUD,

PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di

SKPD dari hibah.

Saldo kas di SKPD dari hibah tidak boleh bernilai

negatif.

Format SP4HL dan SP3HL sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (4) yang tercantum dalam

Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas
Pendapatan Hibah Langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga dilaksanakan melalui
pengesahan oleh Kuasa BUD.

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas belanja
barang untuk  pencatatan persediaan dari
hibah/belanja modal untuk aset tetap atau aset
lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga dari hibah dilaksanakan
melalui pencatatan oleh Kuasa BUD.



Pasal 15

Pengesahan pendapatan dan pencatatan
belanja/pengeluaran pembiayaan, dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:

a.

b.
C.

d.

penandatanganan BAST dan penatausahaan
dokumen pendukung lainnya;

pengajuan permohonan nomor register;

pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga;

pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat
berharga.

Bagian Kedua

Penandatangan BAST dan penatausahaan dokumen

pendukung lainnya
Pasal 16

(1) Pimpinan SKPD selaku PA/KPA yang menerima hibah

dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat
dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi
Hibah.

(2) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling

(3)

(1)
(2)

(4)

(9)

kurang memuat:
. tanggal serah terima;
. pihak pemberi dan penerima hibah;
. tujuan penyerahan;
. nilai nominal,
. bentuk hibah; dan
rincian harga per barang.
Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah
harus ditatausahakan oleh penerima hibah.

SO 00 TP

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Nomor Register
Pasal 17
Kepala SKPD selaku PA/KPA mengajukan surat
permohonan nomor register kepada Kuasa BUD.
Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri:
a. perjanjian hibah atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan
b. ringkasan hibah.
Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan nomor register
dilampiri dengan:
a. Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan
b. SPTMHL.
BAPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
kurang memuat:
a. tanggal serah terima;
b. pihak Pemberi dan Penerima;
c. tujuan Penyerahan;



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

d. nilai nominal;
e. bentuk hibah; dan
f. rincian harga per barang.

Bagian Keempat
Pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga
Pasal 18
K epala SKPD selaku PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS
dalam rangkap 3 (tiga) kepada Kuasa BUD dengan

dilampiri:
a. BAST,; dan
b. SPTMHL

Dalam SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat
berharga yang diterima dalam satuan mata uang
Rupiah.

Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari BAST/dokumen
pendukung hibah lainnya.

Apabila nilai barang/jasa/surat berharga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam mata
uang asing, dikonversi ke mata wuang Rupiah
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal BAST.

Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah
lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat
berharga, Kepala SKPD selaku PA/KPA penerima
hibah  melakukan estimasi nilai wajar atas
barang/jasa/surat berharga yang diterima.

Pasal 19

Kuasa BUD mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap
3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b. lembar ke-2, untuk PA/KPA guna dilampirkan pada

pengajuan MPHL-BJS; dan
c. lembar ke-3, untuk pertinggal.
Format SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran x yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pencatatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat

berharga
Pasal 20

(1) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja

barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap
atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan
untuk pencatatan surat berharga dari hibah dan
Pendapatan Hibah Langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri
maupun dari dalam  negeri sebesar nilai



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum
dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan
kepada Kuasa BUD

Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari

hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap

atau aset lainnya dari hibah, PA/KPA membuat dan

menyampaikan MPHL-BJS ke Kuasa BUD dengan

dilampiri:

a. SPTMHL;

b. SP3HL-BJS lembar kedua; dan

c. SPTJM.

Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kuasa BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-

BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

a. lembar ke-1, untuk PA/KPA;

b. lembar ke-2, untuk BPKAD Bagian Akuntansi
dengan dilampiri copy MPHL- BJS; dan

c. lembar ke-3, untuk pertinggal Kuasa BUD.

Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, Kuasa BUD

membukukan belanja barang untuk pencatatan

persediaan dari hibah/belanja modal untuk

pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah

dan Pendapatan Hibah.

Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari

Kuasa BUD, PA/KPA membukukan belanja barang

untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja

modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya

dari hibah.

Format MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Apabila Kepala SKPD selaku PA/KPA penerima hibah
tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar atas
barang/jasa/surat berharga yang diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), atas
Pendapatan Hibah Langsung tidak diajukan
permohonan nomor register dan tidak dilakukan
pengesahan.

Atas Pendapatan Hibah Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diungkapkan secara
memadai pada CaLK.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22
SKPD yang menerima hibah dalam bentuk uang,
barang, jasa dan surat berharga yang tidak
mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan
sanksi administrasi.



(2) Hibah yang diterima langsung oleh SKPD dan tidak
dikelola sesuai Peraturan Bupati ini menjadi
tanggung jawab penerima hibah.

BAB VII
PENDAPATAN HIBAH YANG INELIGIBLE

Pasal 23

(1) Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang
tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh
SKPD, Pemerintah Daerah tidak menanggung atas
jumlah ineligible Pendapatan Hibah yang
bersangkutan.

(2) Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang
telah diajukan register dan pengesahan oleh SKPD,
Pemerintah Daerah dapat menanggung atas jumlah
yang ineligible melalui DPA SKPD yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Desember 2015

PENJABAJFBUPATI KOTABARU,

. Ir. H. ISRA

TAVIUN 2015 NOMOR 55



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT PERMOHONAN PERMINTAAN NOMOR REGISTER HIBAH

(KOP SKPD )

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

Tembusan :

: Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Kepada Yth.
Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru
di-
Kotabaru
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor: ...... Tahun 2015

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotabaru dengan ini kami mengajukan permohonan
permintaan nomor register hibah untuk proyek / kegiatan ..... (1).....
yang berasal dari donor ............... (2)eeeiiiiiinns
Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :
1. Dokumen Perjanjian Hibah (Grant Agreement) / dokumen lain yang
dipersamakan;

2. Ringkasan Hibah (Grant Summary).

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor
register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

(4)Kotabaru,(d)............. 20XX
(6)Kepala SKPD

(S)NIP.eoeeeeeeeeeeeans



PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor

Uraian

(1)

Diisi nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang
dipersamakan

2)

Diisi nama Negara/Lembaga Pemberi Hibah

3

Diisi namadan alamat Instansi beserta nomor telepon/fax Pemohon nomor
register hibah

(4)

Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah

(5)

Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah

(6)

Diis jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi
K epala Satuan Kerja penerima hibah

(7)

Diis nama dan NIP Pgjabat penandatangan surat permohonan nomor register
hibah

(8)

Diis pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register
hibah, termasuk kepada Unit pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang
memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Daerah

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




NGO~ WDNE

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAHDAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT RINGKASAN HIBAH GRANT SUMMARY

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)
Nama Hibah/ Grant :
Nilai Hibah/ Grant

Mata Uang

Nomor Hibah/ Grant
Nomor Referensi lain
Tangga Penandatanganan :
Kementerian Lembaga Penerima/ Excecuting Agency : Kode Satker :
Implementing Agency/Beneficiary dan kode Satker (bisalebih dari satu)

a. Nama :

b. Alamat ;

c. Kode Satker :

d. Nomor Telepon/ Faximile /

e. E-mall :

Donor / Pemberi Hibah

a. Negara

b. Alamat :

c. Nomor Telepon/ Faximile /

d. E-mail :

10. Sumber Pembiayaan : [1 Lembaga Multil ateral 1 Lembaga Bilateral

1 Lembaga Swasta "1 Perorangan ] Lainnya
No Penarikan Tgl/BIn/Thn Nilai

I
1
Il
Vv
\%
Dan seterusnya

SHRCUE IS

11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose)
12. Jenis Hibah : [ Terencana 1 Langsung
13. Penarikan Hibah

a. Tatacara Penarikan ;0 PP 0 L/IC 0 PL [ Reksus
b. Rencana Penarikan / Disbursement Plan

c. Diterushibahkan

No Kepada Nilai

1.
2.

14. Sektor Pembiayaan
15. Lokasi / Alokasi Proyek

No. Lokas Alokasi
1.
2.




16. Tanggal Efektif / Effective Date
17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/

: Tanggd Bulan Tahun

Date Effective Limit : Tanggd Bulan Tahun
18. Tanggal Batas Penarikan / Closing Date : Tangga Bulan Tahun
19. Tanggal Penutupan Rekening /
Date of Closing Account . Tangga Bulan Tahun
20. Biaya
No. Uraian I 1 Il \% V
1. | JenisBiaya

2. | Besar Biaya

3. | Jatuh Tempo

21. Ketentuan pengiriman NoD

22. Persyaratan Pengefektifan /
Conditions Precedent for Effectiveness

23. Nomor Registrasi Grant/Hibah

24. DMFAS Grant ID

0 Ada [ Tidak ada

( Diisi oleh Direktorat EAS)
( Diisi oleh Direktorat EAS)

Kotabaru,............. 20XX
Kepala SKPD

Nama



PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN
RINGKASAN HIBAH / GRANT SUMMARY

No Penjelasan
1 Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah /
Grant Agreement.
9 Diisi dengan jumlah hibah / grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian
Hibah / Grant Agreement.
3 Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / Grant
Agreement.
4 | Diisi dengan nomor reference dari donor
S5 | Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6 | Diisi dengan tanggal penandatangan hibah / grant date signing.
7 Diisi dengan nama Kementerian / Lembaga penerima dan pengelola hibah /
grant.
8 | Diisi dengan nama eselon I / Satker penerima dan pengelola hibah / grant.
9 |Jelas
10 | Jelas
11 Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah / grant, misal
bantuan program , bantuan proyek, technical assistance.
12 | Jelas
13 |a. Jelas
b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan / Disbursement Schedule dari
Executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun.
c. Diisi nama Lembaga / Pemda / BUMN penerima penerusan hibah
Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah / grant, misal infrastructure,
14 :
education, health dbs.
15 Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per
propinsi dan kab kota
16 | Diisi dengan tanggal efektif hibah / grant tersebut
17 | Jelas
18 | Jelas
19 Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening / account sesuai dengan
ketentuan pemberi hibah.
1. Diisi dengan jenis-jenis biaya / fee.
20 2. Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah.
3. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang
telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada).
21 Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur / belum tentang
ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh Donor.
99 Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
untuk pengefektifan Hibah / Grant tersebut (jika ada).
23 | Jelas
24 | Jelas

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMATSURATPERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMBUKAAN REKENING HIBAH

(KOP SURAT)

Nomor e /20 Kotabaru,............... 20...
Sifat e
Lampiran :.......cccoeeeennnnn.
Hal :Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

Kepada Yth.

Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru (1)

di -

Kotabaru

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kotabaru,denganini kami mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan rekening

.......................... 3) pada ....ccececieeiiieieveeee... 4Jjuntuk keperluan
.......................... S)

Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami
menyatakan  kesanggupan untuk melaporkan pembukaan = rekening,
menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
/PA/KPA,

Tembusan:

=  Sekretaris Daerah Kab. Kotabaru
» Inspektorat Kab. Kotabaru



TATA CARAPENGISIAN
SURATPERMOHONANPERSETUJUANPEMBUKAANREKENING HIBAH

Nomor Uraian

1) Diisi:
- KepalaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk
permohonanijinpembukaanrekeningkewenanganKuasaBUDdi

Daerah
2) DiisiKotabaru
3) Diisi:Penerimaanataupengeluaranataulainnya
4) Diisi:

*» Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana
rekening tersebut akan dibuka

» “Bank umum”
Untukpermohonanijinpembukaanrekeningdalambentukdeposito

» “Bankumumdiluarnegeri”
Untuk rekeningpadaPerwakilanRI

5) Diisi:
- MenampunguanguntukkeperluanPengelolaan Hibah Langsung
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru

0) Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAANREKENING

(KOP SURAT)
Nomor :.............. /20 Kotabaru, .....ccccceeeneniee 20...
Sifat .
Lampiran:.......c..coeuennen..
Hal :Pernyataan Penggunaan Rekening

Kepada Yth.

Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru (1)
di -

Kotabaru

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kotabaru, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai

dengan surat kami tanggal....................... 3) Nomor ....ccoevvvniviininninn. 4) hal

permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening

yang dibuka atas nama jabatan, yaitu
rekening..........c.coeeeeiinn. Spada.....coeeiiiiiiiiiinnn.. 6)hanya untuk
keperluan.........c.c.ocveeininin. 7)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD
/PA/KPA,



TATACARAPENGISIAN
SURATPERNYATAANPEMBUKAANREKENING

Nomor Uraian
1) Diisi:
- KepalaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk
permohonanijinpembukaanrekeningkewenanganKuasaBUDdi
Daerah
2) Diisi :Kotabaru
3) Diisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
4) Diisi:Nomorsurat permohonanpersetujuanpembukaanrekening
S) Diisi:Penerimaanataupengeluaranataulainnya
0) Diisi:
- Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana
rekening tersebut akan dibuka
- “Bank umum”
Untukpermohonanijinpembukaanrekeningdalambentukdeposito
- “Bankumumdiluarnegeri”
Untuk rekeningpadaPerwakilanRI
7) Diisi:
- MenampunguanguntukkeperluanPengelolaan Hibah Langsung
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
8) Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME
PENGELOLAAN HIBAH
LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA...(1)
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH L ANGSUNG
Tanggal: ............(2) Nomor: ............ 3)
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.... 4)
Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah:
Saldo awal Rp. oo (5)
Pendapatan Hibah Rp. oo (6)
Belanja terkait Hibah (270 JUTU @)
Saldo akhir Rp.cooviiiiis (8)
Untuk Periode Triwulan : ................ (9) Tahun Anggaran: .............. (10)
Dasar Pengesahan : Satker Kewenangan Nama Satker
------- (11) XXXXXX XX XXXXXXXXXX..(12)
Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon |, Program
XX XX XXX XX XX (13)
Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
XXXX XX XX XX XX (14)
Sumber Dana/Cara Penarikan ixx/xx  (15)
Nomor Register : XXXXXXX (16)
BELANJA PENDAPATAN
BA/Unit Eselon |
Akun Jumlah Uang ILokasi/Akun/Satker Jumlah Uang
XXXXXX e A7) | e (18) @0) (22)
XXX XX XX XX XXXXXX XXXXXX
Jumlah Belanja | ............ (29) Jumlah Pendapatan| ................... (22)
Kepada : Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya
Yaitu ettt eeeeeeeeeeeeeeEEteeeeeeeeeiaaeateeteeeeeeeaeateteeeteeeeeata o n——teeeeeeannannraeaeareeeannnnnrnreareees (23)
......................... RO ¢
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM
....(25)
NIP/NRP ..o, (26)




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi uraian Lembaga/SKPD
(2) Diisi tanggal diterbitkan SP2HL
(3) Diisi nomor SP2HL
(4) Diisi uraian BPKAD yang melakukan pengesahan, diikuti kode BPKAD
(5) Diisi saldo awal hibah langsung
(6) Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima.
(7) Diisi jumlah belanja terkait Hibah.
(8) Diisi jumlah saldo awal dengan selisih antara pendapatan hibah
dengan belanja terkait hibah
(9) Diisi periode triwulan
(10)  Diisi Tahun Anggaran
(11)  Diisi dasar diterbitkannya SP2HL, misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan
tanggal
DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(12) Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker
penerima hibah
(13) Di isi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program
(14)  Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(15) | Diisi sumber dana dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kode (01) Hibah Langsung Barang
2. Kode (02) Hibah Langsung Jasa
3. Kode (03) Hibah Langsung Surat Berharga
(16) | Diisi nomor register
(17)  Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi
DIPA
(18) | Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(19) | Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
(20) Diisi kode Akun Penerimaan Hibah

Kode Akun Uraian

4311 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4312 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

4313 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri

4314 Pendapatan Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan




4315 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri

4316 Atau Nomor akun lain yang di tunjuk

(21) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah

(22) Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah

(23) Diisi uraian keperluan pengesahan

(24) Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti pada poin 2)
(25) Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM

(26) Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)
NOMOR.......... (1) TANGGAL......(2)

Menyatakan bahwa saya atas nama:

Kementerian Negara/Lembaga D(XXK) e (3)
Eselon I D(XX)eeen (4)
Satker D (xxXXXXX) ....... (5)
NomordanTanggal DPA D e, (6)
NomordanTanggal SPPengesahan PPt (7)
Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa
.......................... (8)
Yang diterima langsung dari:
Pemberi Hibah D oeeeeeens 9)
Tanggal & NomorPerjanjian Hibah : ....... (10)
Nomor Register Do (11)
Nilai Hibah/Komitmen Hibah ... (12)
tanpamelalui BPKAD dengan rincian sebagai berikut:
Akun Pagu Reall.s,a.31 — Sisa
s.d.Bulanla Bulanini s.d.Bulanini
Pendapatan
....... 13 ( (1) L.ll(16 eeeeen(17) (18
Belanja
......... (19) PN | —ee(21) Ll (22) veeeeno(23) .ee..(24)

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang
berlaku pada Satuan Kerja........... (25)untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....... (26), tanggal,bulan,tahun
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama....(27)
NIP....... (28)



PETUNJUK PENGISIAN
SURATPERNYATAANTELAH MENERIMAHIBAHDAN BELANJA
LANGSUNG TANPAMELALUIBPKAD (SPTMHL)

URAIAN PENGISIAN

Diisi nomorSPTMHL

(

(2) Diisi tanggal SPTMHL

(3) Diisi kodedanuraianKementerian/Lembaga

4) Diisi kodedanuraianEselon1

(5) Diisi kodedanuraianSatuanKerja

(6) Untukhibahbentukuang,diisi nomor dantanggalDPA.Untukhibahbentuk
Barang/Jasa/SuratBerharga, diisi tidakadaDIPA.

(7) Untukhibahbentukuang,diisi nomor dantanggalSP
Pengesahan.Untukhibah bentukBarang/Jasa/SuratBerharga, diisi
tidakadaSP Pengesahan.

(8) Diisi bentukhibahlangsung yaitu:HibahbentukUang/Barang/Jasa/Surat
Berharga

9) Diisi namapemberi hibah

(10) Diisi tanggal dannomor PerjanjianHibah/ GrantAgreement/dokumen
yang dipersamakan/NomorBAST

(11) Diisi nomor register

(12) Diisi nilai hibah ataunilai yangdisepakati sesuaiPH/ GrantAgreement

(13) Diisi akunpendapatanhibahsesuai BaganAkun Standar

(14) Dikosongkan

(15) Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulanlalu

(16) Diisi realisasi pendapatan hibah bulanini

(17) Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulanini

(18) Dikosongkan

(19) Diisi akunbelanjasesuaiBaganAkunStandar

(20) Untukhibahbentukuangdiisi paguanggaranbelanjayangbersumberdari
hibahlangsung.Untukhibahbentukbarang/jasa/surat
berhargadikosongkan

(21) Diisi realisasi belanja terkait hibahlangsungs.d.bulanlalu

(22) Diisi realisasi belanja terkait hibahlangsunguntukbulanini

(23) Diisi realisasi belanja terkait hibahlangsung s.d. bulanini

(24) Untukhibahbentukuangdiisi sisapagubelanja.Untukhibahbentuk
barang/jasa/suratberhargadikosongkan.

(25) Diisi uraiansatker

(26) DiisikotatempatPenggunaAnggaran /KuasaPenggunaAnggarandantanggal
penerbitanSPTMHL

(27) Diisi NamaPA /KuasaPA

(28) Diisi NIP PA/KuasaPA

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURATPERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

1. Kode Satuan Kerja
2. Uraian Satuan Kerja
3. Kegiatan/Output

4. No. Grant/Register

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap: ¥)

1. Penerimaan...... (l)dengan nomor register............ (2)sebesar Rp.......ooois (3)

2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar
Rp i (4) atas beban DPA Nomor
...................... (S)denganakun...............(6)

(7)

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan
pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah
kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja
sebagaimana angka?2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut
ke Rekening Kas Negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran



PETUNJUK PENGISIAN
SURATPERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAK

(SPTJM)
NOMOR URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi bentukhibahyaitu: HibahLangsungBentuk
Uang/Barang/Jasa/Saham
(2) Diisi NomorRegister
(3) Diisi jumlah rupiahhibahlangsung yangditerima.
Untukhibahlangsung

dalambentukbarang/jasa/suratberhargadiisi sebesarnilai
terteradalam dokumenataunilai wajarnya.

(4) Di isi
jumlahbelanjaterkaithibahlangsung.Untukhibahlangsungdala
m bentukbarang/jasa/surat berhargadiisi sebesarnilai
terteradalam dokumenataunilai waiarnva

(5) Di isi NomorDIPA atasbelanjayangbersumber
darihibahlangsungbentuk
uang.Untukhibahlangsungdalambentukbarang/jasa/surat
berharga uraian tentangNomor DIPA tidakditulis.

(6) Di isi kodeakunbelanjasesuai BaganAkun Standar
(7) Diisi jumlah rupiah yangdikembalikankepadaDonor
(8) Di isi tempatdantanggalpembuatanSPTJM
9) Di isi namaPA/KuasaPA penandatanganSPTJM

(10) Di isi NIP PA/KuasaPApenandatanganSPTJM

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
(SPHL) / (SPHL — BJS ) BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

»4. | Pemerintah Kabupaten

== Kotabaru

SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
SPHL / SPHL - BJS

NomorSP2HL L e e e e enns (1)
Tanggal L e (2)
Satker e e e e e aaaees (3)

BPKAD: e, (4) Tanggal
L eerereeree e (5) Nomor :
............ [eveeeoveief euneeni(6) TahunAnggaran

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibahsejumlah:

Saldo Awal Rp.
PendapatanHibah Rp. -
BelanjaTerkaitHibah Rp.
SaldoAkhir Rp. (8)
Yaitu D eeeeeeeeeeeetereeeetteeetaeaeaeaeauuea—tattetetteteeteteeeetetaetaeaaaa a_aa_a—tanettetteteeteeeeeeeetaeeaeaa s nnnnantnreateaeetaeaeeeeeeens
.................................................................................................................................................... (9)

KepalaSeksiPencairanDana

KuasaBendaharaUmumDaerah

KepalaSeksiBank/GiroPos/Bendum

............. Jeeereereeneessresseeseseeseesseness ( 10)




PETUNJUK PENGISIAN SURATPENGESAHANHIBAH LANGSUNG

NOMOR URAIAN PENGISIAN

QD Diisi nomorSP2HL

(2) Diisi tanggal SP2HL

3 Diisi uraiansatker sesuai yangadapada SP2HL

4) Diisi kodedanuraianBPKAD

(5) Diisi tanggal diterbitkanSPHL

(6) DiisiNomordengansusunan:nomorpenerbitanSPHL/kodeBPKAD/kode
bank.

(7) Diisi TahunAnggaran

(8) SaldoAwal diisi sesuai SP2HL
Pendapatan Hibah diisi sesuai SP2HL
BelanjaTerkaitHibah diisi sesuai SP2HL
SaldoAkhir diisi sesuai SP2HL

9 Diisi uraianSPHLsesuai denganyang tercantumpadaSP2HL

(10) Diisi kotatempat BPKADdan tanggal penerbitanSuratPengesahanHibah
Langsung

(12) Diisi NamaKepalaSeksi PencairanDana

(12) Diisi NIPKepalaSeksiPencairanDana

(13) Diisi NamaKepalaSeksi Bank/GiroPos/Bendum

(14) Diisi NIP KepalaSeksiBank/GiroPos/Bendum

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
HIBAH LANGSUNG(SP4HL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA................ (1)
SURATPERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
Tanggal:.... (2) Nomor.... (3)

Kuasa Bendahara Umum Daerah,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah......... (4)

Agarmengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah:

1. Sisa Hibah Rp. ceeeeeeeeennn. (5)
2. Pengembalian Pendapatan Hibah Rp. ............... (6)
3. Saldo Akhir Rp. ceeeeeeeeennn. (7)
Tahun......... (8)
DasarPengesahan: Satker Kewenangan NamaSatker
....... (9) XXXXXX XX XXXXXXXXXXX(10)

Fungsi, Subfungsi,BA,UnitEselonl,Program|
XX XX XXX.XX. XX (11)
Kegiatan,Output,Lokasi,Jenis Belanja xxxxxx

XX XX. XX XX (12)
SumberDana/CaraPenarikan: xx/xx(13)
Nomor Register 1 XXXXxxx(14)

PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAHLANGSUNG

BA/Unit Eselonl

JumlahUan
/Lokasi/Akun/Satker “ g

(15)XXX.XX. XX . XX XXXXXX . XXXXXX cerereenn..(16)
JumlahPengembalian ceeeennaaa(17)
Kepada : Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya
Yaitu ettt eeteeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeaneeerteneettenn. et tetnn e eeeaeeeannteenneeannans
............................................................................................................ (18)
.............................................. (19)

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

..(20)




PETUNJUK PENGISIANSURATPERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN
PENDAPATANHIBAHLANGSUNG(SP4HL)

NOMOR URAIAN ISIAN

D Diisi uraian KementerianNegara/Lembaga

(2) Diisi tanggal diterbitkanSP4HL

3) Diisi nomorSP4HL

(4) Diisi uraianBPKADyang melakukanpengesahan, diikutikodeBPKAD

(5) Diisi sisauangdari hibah yangakandikembalikankedonor
(6) Diisi jumlahpengembalian pendapatanhibah
) Diisi selisihantarasisahibahdenganpengembalianhibah

(8) Diisi TahunAnggaran

9) Diisi dasarditerbitkannyaSP4HL, misalnya:Nomor UU APBN,nomor dan tanggal
DIPA,ataudokumenpenerimaandanpengeluaranlainnya

(10) Diisi kodeSatker (6digit), kodekewenangan(2digit), sertanama Satkerpenerima
hibah

(1D Di isi KodeFungsi,Subfungsi, BA, UnitEselonl,danProgram

(12) Diisi jenisKegiatan, Output, Lokasi, JenisBelanja

(13) Diisi sumberdanadancarapenarikandenganketentuansebagai berikut:

1. Kode(10)HibahLangsungDalamNegeri(HLD):untukhibahlangsungbentuk
uangyangberasal dari dalamnegeridankodecarapenarikan(-).

2. Kode(11)HibahLangsungLuarNegeri(HLL):untukhibahlangsungbentuk
uangyangberasal dari luarnegeri dankodecarapenarikan(-).

(24) Diisi nomor register

(15) DiisikodeBagianAnggaran,UnitEselon1,kodelLokasi,AkundankodeSatker,
denganketentuan:

1. Untuk pengembalian tahun anggaran berjalan diisi:
999.02.01.51.431xxx.960186
KodeAkunmenggunakankodeakunyangsamadengankodeakunyang
digunakanpadasaat menerimahibahlangsung.

2. Untukpengembaliantahunanggaranlalu:kodeBA,Eselonl,kodelLokasi,
dankodeSatkermerujukpadakodeSatkerpenerbitSP4HLdenganakun
311911

(16) Diisi jumlah rupiahmasing-masingakunpengembalianpendapatan

a7) Diisi total rupiahjumlahpengembalianpendapatan

(18) Diisi uraiankeperluanpengesahan,yaitu: PengembalianHibahLangsungbentuk
Uangkepada Pemberi Hibahsesuai buktisetor tanggal........ Nomor.........

(19) Diisi namakotadantanggal diterbitkanSP4HL(samasepertipadapoin2)

(20) Diisi tanda tangan PejabatPenandatanganSPM

(22) Diisi namadanNIP/NRPPejabatPenandatanganSPM

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI

NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
HIBAH LANGSUNG (SP3HL) / (SP3HL -BJS) BARANG/JASA/SURATBERHARGA

Pemerintah Kabupaten SURAT PENGESAHAN
Kotabaru PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
Nomor SP4HL: crenessresssnssssensssssesssnssnennes (1) BPKAD D e (8)
Tanggal D s ssnensnnes(2) Tanggal D e ssssnsne e (D)
Satker D e 3) Nomor R R [ (6)
TahunAnggaran L e s s (7)
Telah disahkan pengembalian pendapatan Hibah Langsung sejumlah: Sisa
Hibah Rp.
PengembalianPendapatanHibah Rp.
SaldoAkhir Rp. (8)
Yaitu
..(9)
Kuasa BendaharaUmum Daerah
Kepala Seksi Pencairan Dana Kepala Seksi Bank / GiroPos / Bendum
............................................. (11) cmmessrenssssessens s ssssnssssenesnens (13)




PETUNJUK PENGISIAN
SURATPENGESAHANPENGEMBALIAN PENDAPATANHIBAH LANGSUNG

NOMOR URAIAN PENGISIAN

D Diisi nomorSP4HL

2) Diisi tanggal SP4HL

3) Diisi kodedanuraiansatkersesuai yangadapada SP4HL

(4) Diisi kodedanuraianBPKAD

(5) Diisi tanggal diterbitkanSP3HL

(6) DiisiNomordengansusunan:nomorpenerbitanSP3HL/kodeBPKAD/kode

bank.

7 Diisi TahunAnggaran

(8) SisaHibah Rp mengikutiSP3HL
PengembalianPendapatanHibahRp mengikutiSP3HL
SaldoAkhir Rp mengikutiSP3HL

9) Diisi uraianSP3HLsesuai dengan yang tercantumpadaSP4HL

(20) Diisi kotatempat BPKADdan tanggal penerbitanSP3HL

(11) Diisi NamaKepalaSeksi PencairanDana

(12) Diisi NIPKepalaSeksiPencairanDana

(13) Diisi NamaKepalaSeksi Bank/GiroPos/Bendum

(14) Diisi NIP KepalaSeksiBank/GiroPos/Bendum

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME
HIBAH LANGSUNG PADA
PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU

FORMAT MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG /JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA...(1)

MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA /| SURAT BERHARGA

Tahun Anggaran............... (5)
Dasar Pencatatan: Satker Kewenangan Nama Satker
................................................. (6) XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX. . (7)
Fungsi, Subfungsi, BA,Unit Eselonl, Program
XX XX XXX XX XX (8)
Kegiatan, Output, Lokasi,Jenis Belanja
XXXX.  XXXX.XX. XX (9)
Sumber Dana / Cara Penarikan Xx/xx(10)
Nomor Register IXXXXXXX(11)
BELANJA PENDAPATAN
BA/UnitEselonl
Akun Jumlah Uang ILokasi/Akun/Satker JumlahUang
XXXXXX..(12) (13) A8 (16)
XXX XX XX XX XXXXXK XXXXKX
Jumlah Belanja | ............ (14) Jumlah Pendapatan  ................... a7
Kepada :Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya
Yaitu ettt eeeeeeeeeeeEeeeeeeeeeaeeaaneeteeeeeeeeeean—eeEeeeeeeteeann o e et teeeeeeae o rnrrereeaseeannrnraees (18)
..................... ) eeeeennennnrnneeeenneneenn(19)

Kuasa Pengguna Anggaran
....(20)

PENGELOLAAN

DAERAH




PETUNJUKPENGISIAN

MEMOPENCATATANHIBAH LANGSUNGBENTUK BARANG /JASA/SURAT

BERHARGA(MPHL-BJS)

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi uraianKementerianNegara /Lembaga

(2)

Diisi tanggal diterbitkanMPHL-BJS

(3)

Diisi nomorMPHL-BJS

(4)

Diisi uraianBPKADyang melakukanpengesahan,

(5)

Diisi TahunAnggaran

(6)

Diisi dasarditerbitkannya MPHL-
BJS,yaitu:PPNo.10/2011,danTanggal serta

(7)

Diisi kodeSatker (6digit), kodekewenangan(2digit), sertanama
Satkerpenerima hibah

(8)

Di isi Fungsi, SubFungsi,BA, UnitEselonl,Program.

(9)

Diisi KodeKegiatan,Output, Lokasi,
JenisBelanja.UntukKegiatandan Output diisi
kodekegiatandanoutputyangadapadaSatuanKerjaberkenaan

(10)

Diisi sumberdanadenganketentuansebagai berikut:

1. Kode(01)HibahLangsungBarang
2. Kode(02)HibahLangsung Jasa

3. Kode(03)HibahLangsungSurat Berharga

(11)

Diisi nomor register

(12)

Diisi dengan akun belanja yang bersumber dari hibah langsung

(13)

Diisi jumlah rupiahmasing-masingakunbelanja

(14)

Diisi total rupiahjumlahbelanja terkait hibah

Diisi kodeAkun Penerimaan Hibah
KodeAkun Uraian

4311 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4312 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

4313 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisas
Swasta dalam Negeri

4314 Pendapatan Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan

4315 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri

4316 Atau Nomor akun lain yang di tunjuk

(16)

Diisi jumlah rupiahmasing-masingakunpendapatanhibah

(17)

Diisi total rupiahjumlahpendapatan hibah




(18) Diisi uraiankeperluan
pencatatanhibahlanesunebentukbaraneg/iasa/suratberharea

(19) Diisi tanggal diterbitkanMPHL-BJS(samaseperti padapoin2)

(20) Diisi tanda tanganKuasaPenggunaAnggaran

(21) Diisi namadanNIP/NRPKuasaPenggunaAnggaran

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr. Ir. H. ISRA




